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sud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana
penjara paling lama 1 (satu) tahun dan‘atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000,00
(seratus juta rupiah).

akukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf
¢, huruf d, huruf f, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komerial dipidana dengan pidana
penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00
(lima ratus juta rupiah).

akukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf
a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana
penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00
(satu miliar rupizh).
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“Selama ini RT dan RK/RW te ah menunjukkan keman-
faatan dan kegunaannya dalam pemerintahan, terutama
pemerintahan kota. Undang-Undang Nomor 5/1974 tidak
menyebut-nyebut tentang RT dan RK/RW, hal ini tidaklah
berarti bahwa RT dan RK/RW tidak mempunyai hak hidup
(raison dieter). RT dan RK/RW dapat di bentuk berdasarkan
Keputusan Pemerintah kota dalam rangka pelaksanaan fung-

si Walikotamadya sebagai Administrator Kemasyarakatan”.
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Or. Ratyunir Rauf, M.Si - Dr. Yusri Munaf, SH, M.Hum.

Penataan

“Lembaga kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain
adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan

kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dan lurah

dalam memberdayakan masyarakat”.

; “Ru-
kun Tetangga, Rukun Warga, Pemberdayaan Kesejahteraan Kelu-
arga, Karang Taruna, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, atau

sebutan lain”.

“Lembaga Kemasyarakatan atau yang disebut nama lain
adalah lembaga yang di bentuk oleh masyarakat sesuai den-
gan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam
memberdayakan masyarakat. Lembaga kemasyarakatan yang
menjadi fokus dalam buku ini hanya lembaga kemasyaraka-
tan yang disebut dengan jelas pada Undang-Undang Nomor
32 Tahun 2004, yakni Lembaga Rukun Tetangga, Rukun
Warga, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, Lembaga Pem-
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berdayaan Kesejahetraan Keluarga, dan Karang Taruna”.

dimaksud
“Civil

Sociery” I

, memiliki [N

Il

berdayaan

|

“payuguban karena tempat tinggal (Gemeinschaft of
place) yaitu suatu paguyuban terdiri dari orang-orang yang
berdekatan tempat tinggal, sehingga dapat saling tolong me-

nolong”, | I

: “himpunan sebagai

norma-norma segala tingkatan yang berkisar pada sutu kebu- membantu

tuhan pokok didalam kehidupan masyarakat”.




rasi dengan suasana hidup dan membina semangat gotong
royong, maka RT dan RK/RW itu sendiri perlu dibina oleh

pemerintah kota yang bersangkutan.
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dalam pemerintahan kota teristimewa dalam rangka pendidikan
masyarakat (pendidikan non formal) dan dalam pembinaan se-
mangat kegotongroyongan warga kota”.
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mengeluarkan

teruskan

“kadang-kadang di dalam suatu masyarakat dapat di-
jumpai hal-hal yang dianggap baik, akan tetapi hal itu tidak
banyak terdapat, sehingga ada golongan-golongan tertentu
nyang merasa dirugikan (disamping merasa beruntung)
contoh-contohnya adalah umpamanya; kekayaan material,
kekuasaan, kedudukan, dan lain sebagainaya. Kalau ada lebih
dari satu pihak menganggap sama-sama mempunyai hak,
atau hal-hal tersebut, maka kemungkinan besar akan tim-
bul suatu pertikaian atau konflik. Konflik mencakup suatu
proses, dimana terjadinya pertentangan hak atas kekayaan,
kekuasaan, kedudukan dan seterusnya, dimana salah satu pi-

hak berusaha menghancurkan pihak lain”".

oo

Or. Ratyunir Rauf, M.Si - Dr. Yusri Munaf, SH, M.Hum.

diselesai-

) ‘masyarakat kota merupa-

kan suatu kelompok terorganisasi yang tinggal secara kelompok

di wilayah tertentu dan memiliki derajat interkomunikasi yang

tinggi”.

“sebagai suatu bentuk pemecahan masalah, dalam ha
ini adalah masalah sehari-hari dan tidak semua pemecahan
masalah pekerjaan memerintah, pada prinsipnya meme-
rintah dapat dilakukan oleh setiap setiap anggota suatu ke-
lompok. Akan tetapi sering terlihat bahwa suatu kelompok

selalu menciptakan kedudukan-kedudukan khusus dan dari-
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mana pekerjaan memerintah itu berlangsung. Pemerintahan
meliputi organ pemerintahan yang mengambil pada pemer-

intahan masalah-masalah kelompok”.

|

I iperukan,

I b2l sstern multiproses
yang bertujuan memenuhi dan melindungi kebutuhan dan

tuntutan yang diperintah akan jasa public dan layanan sipil”.

: “apa yang dilakukan oleh pemerintah. Selanjut-
nya Pemerintahan dapat dimaknai sebagai proses menegakkan
dan memelihara keadilan, menjamin adanya perlakuan yang adil

berdasarkan hukum kepada setiap pribadi warga negara, memberi

pelayanan bagi kemajuan bersama”.
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embagaan lembaga

pengurusnya yang belum memiliki legalitas kelembagaan ke-
lurahan, dalam bentuk Surat Keputusan, dalam hal ini Surat
Keputusan Lurah setelah mendapatkan pengesahan dari

Camat atas nama Walikota
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“membunyikan” [JJli] “pelayanan
publik”.
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u|

pelaya-

“

pelayanan

publik”.

“Kondisi umum pelaksanaan otonomi daerah mula

=

bergeser dari sistem sentralisasi ke dalam wujud otonomi
daerah, yang fokusnya diarahkan kepada pemberdayaan
masyarakat, maka format otonomi adalah yang harus dikem-
bangkan dalam rangkaformat otonomidaerah mengantisipasi
era globalisasi dengan membangkitkan motivasi dan peran-
serta masyarakat yang lebih aktif dalam pembangunan dae-
rah. Dengan demikian, dari pihak pemerintah diperlukan
berbagai perubahan orientasi yang lebih menekankan per-
lunya tindakan-tindakan sistem desentralisasi, deregulasi,
debirokratisasi, antisipasi dan katalisasi. Perubahan orientasi
inilah yang diharapkan akan mampu menghasilkan keikut-
sertaan masyarakat yang aktif dalam dunia pembangunan

khususnya pembangunan pendidikan”.

18 © Dr. Ratyuni Rauf, M.5i - Dr. Yusri Munaf, SH M.Hum.

“Sistem organisasi kemasyarakatan RT/RW untuk seba-
gian besar wilayah tanah air kita sudah menjadi kenyataan
hidup, sudah merupakan kebutuhan sosial untuk masyarakat
kita yang kini nampak telah menerima sebagian konsepsi-
konsepsi kehidupan modern. Ternyata sistem RT/RW terse-
but bersifat sangat dinamis dan dapat diterapkan dalam
kehidupan masyarakat baik dalam linkungan wilayah Kota

maupun untuk wilayah Pedesaan”.

kemasyarakatan,
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dinyatakan [l
) “walaupun organisasi RT/RW bukan lembaga
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pemerintahan, namun dalam batas-batas tertentu berkewajiban

memberi bantuan kepada aparat pemerintahan”.

embaga

jalankan

I ) “Kesatuan (entity)

sosial yang dikoordinasikan secara sadar, dengan sebuah bahasan
relatif dapat diidentifikasi, bekerja atas dasar yang relatif terus
menerus untuk mencapai tujuan bersama atau kelompok tu-
juan”. | . crupakan proses

menetapkan bagaimana tugas akan dibagi, siapa melapor kepada

siapa, dan mekanisme koordinasi formal serta pola interaksi yang

akan diikuti”.

). ‘Struktur organisasi akan
nampak menjadi jelas dan tegas, apabila digambar dalam bagan
organisasi”. | EEG_—_— - cujuan
yang dikejar adalah tujuan bersama dan siapa serta bagaimana
yang menentukan dan cara penentuan tujuan bersama tersebut

tergantung perjanjian yang dilakukan oleh orang-orang terse-

but di atas”.

mempunyai
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“Responsibility atau tanggungjawab adalah serangkaian
hasil perbuatan yang diharapkan dari individu dalam batas-
batas posisinya, sedangkan otoritas adalah tingkat kebebasan
yang diharapkan untuk dipraktekkan oleh individu dalam
posisinya. Ada hubungan antara status dan fungsi di satu
pihak dengan responsibility dengan responsibilitas dan oto-
ritas. Terlepas dari posisinya, responsibility individu diharap-
kan akan berkaitan dengan fungsi dari posisi yang diduduki

individu tersebut”.

“dengan adanya prestise dan derajat sosial, maka ter-
bentuklah apa yang dikenal dengan status dan peranan.
Status adalah kedudukan seseorang yang dapat ditinjau
terlepas dari individunya. Jadi status adalah suatu posisi
obyektif yang memberikan hak dan kewajiban kepada sese-
orang yang menempati kedudukan tadi. Sedangkan Peranan
adalah dinamisasi dari status atau penggunaan dari hak dan
kewajiban yang bias juga disebut posisi subyektif. Dengan
demikian, maka posisi atau statusobjektif dan peranan atau
status subyektif saling kait mengkait, tetapi apabila kedua

unsur ini tidak digunakan maka tidak ada artinya”.

“aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang

melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai denagn kedu-
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dukannya, maka yang bersangkutan menjalankan suatu
peranan. Pembedaan antara kedudukan dan peranan ada-
lah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tak
dapat dipisahkan, karena yang satu tergantung pada yang
lain dan sebaliknya. Tak ada peranan tanpa kedudukan, atau
kedudukan tanpa peranan. Sebagaimana halnya dengan
kedudukan, peranan mempunyai dua arti. Setiap orang
mempunyai macam-macam peranan yang berasal dari pola-
pola pergaulan hidupnya. Hal ini sekaligus berarti bahwa

pernanan menengmkan apa yang diberikan oleh masyara-

|

kat kepadanya”.

menyesuaikan

Il
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Gambar 2. Kerangka Pemikiran Penulisan

Sejarah terbentuknya lembaga pemerintah menurut Sumary-
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